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PEMERINTAH WUPAT“ mmmw

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Menimbang A L\:\\\\\ untuk menumbuhkembangkan  Reikutsertaan masyarakat  dalam, “Pm :
pemerataan pendwhikan bagn anak sangat diperiukan lembaga F— m

NCONER Sfola pﬁ.ihih“k.lh\ - X
b Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program-tersebut periu ditetapkar ‘.“d"'@"» :
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Undanyg - Undang Nomor 4 Tatran 1974 Tentang Kesejahteraan Annk
Undang - Undang Nomor 23 Tabun 2002 Tentang Perlind

Undane < Undang Nomor 20 Tehurn 2003 Tenl S
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Undang - Undang Nomor 32 “Tahun 2004 Tenm\g
{Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004
[ombaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor. 1
Perubehan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Té
Pomenntahan Daerah (Lembacan Negaca. h‘w
< Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang |

Labuhanbatu Sclatan di Provinsi Sumatera Utara; <
o, Peraturan Pemerintah Nomor 19 'hhn’(im M%“m
- Peraturan Menten Pendidikan Nesional
dan hza Kerja Pasat &ngeﬁhuﬂmn
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